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<b>ABSTRAK</b>

<p>Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk
Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Mgelis
Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sedergjat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden,
Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sgjak di sahkannya UUD Negara Tahun
1945. DPA beberapa kali mengalami perubahan. Dari mulai perubahan nama DPA, yang pernah berubah
menjadi DPAS, Dewan Nasional, dan akhirnya kembali lagi menjadi DPA. Perubahan juga pernah terjadi di
dalam susunan dan keanggotan DPA di dalam perannya sebagai penasihat dan juga dewan pertimbangan
untuk pemerintah. Pasca Amandemen ke empat (4) Undang-Undang Dasar 1945, BAB IV tentang DPA
telah dihapus dan melalui Pasal 16 UUD 1945 setelah amandemen ke-4 UUD 1945 mengamanahkan
kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangannya yang selanjutnya dinamakan Dewan
Pertimbangan Presiden atau biasa disingkat Wantimpres. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan
Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintahan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden, yang berarti kedudukan Wantimpres menjadi di dalam kekuasaan eksekutif, atau di bawah
Presiden (Pemerintah). Wantimpres di dalam fungsinya memberikan nasihat, opsi, ataupun pertimbangannya
kepada Presiden, memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan jika dibandingkan dengan Dewan
Pertimbangan Agung atau DPA pada masa sebelum adanya amandemen UUD Tahun 1945.</p>

<hr>

<b>ABSTRACT</b>

<p>The Supreme Advisory Council (Dewan Pertimbangan Agung) or as known as the DPA is an advisory
and consideration council for the President which is one of the Country’ s Institution that constitutes under
the People’ s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat), however is equivalent with House
of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat), the President/Vice President, the Supreme Court, and the
Financial Investigation Bureau (Badan Pemeriksa Keuangan). DPA has been legitimated since the
legitimation of the UUD of Republik of Indonesia year 1945. The DPA has encountered changes during the
time of its existence. The changes range from a change of the name of DPA into DPAS, National Council,
and then back to DPA. After the fourth Amendment of UUD 1945, CHAPTER IV concerning the DPA was
erased and through Article 16 UUD 1945 after the fourth Amendment of UUD 1945, it is mandated to the
President to form an advisory council that will further be named as President’ s Advisory Council (Dewan
Pertimbangan Presiden) or known as Wantimpres. According to Law Number 19 Y ear 2006, the President’s
Advisory Council isagovernmental institutaion that isin charge of providing advice and considerations to
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the resident, which means Wantimpres is positioned as part of the executive authority, or under the President
(Government). Wantimpres functions on giving advice, options or considerations to the President, has afew

similarities and differences if compared to the Supreme Advisory Council or DPA that existed before the
Amendment of UUD 1945.</p>



